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Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi kebijakan 

pemerintah tentang sertifikasi guru di Kota Baubau dengan desain penelitian 

kualitatif serta data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. 

Informan dipilih berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan, yaitu: interview (wawancara) dan 

dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah tentang 

sertifikasi guru di Kota Baubau terlaksana dengan baiksesuai dengan aturan 

pemerintah. Organisasi yang terlibat dalam implementasi adalah Pemerintah 

Pusat hingga pemerintah daerah kota Baubau. 
 

This study aimed to describe the implementation of government policies on 

teacher certification in Baubau City with a qualitative research design and the 

data used in this study was qualitative data. Informants were selected based on 

certain criteria and considerations. Data collection techniques used, namely: 

interviews and documentation. The analysis technique used was qualitative 

descriptive analysis. The results showed that the implementation of government 

policies on teacher certification in Baubau City was carried out well in 

accordance with government regulations. The organizations involved in the 

implementation were the central government to the local government of Baubau 

city. 

 
 
 

PENDAHULUAN 

Di berbagai daerah, pendidikan masih berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Hal ini 

senada dengan pernyataan Indonesian Youth Opportunities in International Networking (IYOIN) 

dan Perhimpunan Pelajar Indonesia se-Dunia (PPI Dunia) sebagai berikut: ...." 75% sekolah di 

Indonesia tidak memenuhi standar layanan minimal pendidikan (Islahuddin, 2016). 

Dalam kebijakan sertifikat guru di atur melalui Permendiknas No.18 Tahun 2007 pengacu 

pada UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisitem Pendidikan Nasional dan UU Guru dan Dosen. 

No 14 Tahun 2005 serta peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Pengacu pada standar 

Nasional Pendidikan. Kebijakan sertifikat  ialah salah satu upaya kebijakan profesionalisme guru 

dalam meningkatkan kualitas sumber daya manuasia dengan memalui kementrian pendidian 

nasional (Depdiknas)  

Sertifikat guru menjadi dasar untuk menjamin adanya tim guru yang profesional untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Penyelenggaraan sertifikasi guru harus menjadi solusi 

terkait penerapan standar mutu dan standar profesi guru. Permendiknas Kebijakan Sertifikasi 

Guru No. 18 Tahun 2007 merupakan salah satu upaya Kementerian Pendidikan Nasional untuk 

meningkatkan mutu dan profesionalisme guru agar pembelajaran di sekolah menjadi berkualitas. 

Tujuan sertifikasi yaitu  (1) untuk mengetahui kelayakan guru dalam menjalankan tugasnya 

sebagai pendidik profesional, (2) meningkatkan proses dan hasil pembelajaran, (3) meningkatkan 
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kemampuan menjadi guru yang baik, (4) meningkatkan martabat seorang guru; untuk mencapai 

mutu pendidikan nasional. 

Sesuai Permendiknas No. 18 Tahun 2007, proses sertifikasi guru pada jabatan, khususnya 

jalur portofolio, dalam mengumpulkan dokumen portofolio mengsyaratkan para guru untuk 

mengumpulkan dokumen sebagai alat ukur uji kompetensi. Program sertifikasi dilakukan secara 

obyektif, valid dan berkeadilan memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kinerja guru 

dan selanjutnya akan berpengaruh positif bagi peningkatan mutu pendidikan nasional (Djaali, 

2007).  

Pelaksanaan sertifikasi guru setelah berjalan tiga tahun sejak tahun 2006-2008 bukan 

tampa kendala. Salah satunya persyaratan pengumpulan dokumen portofolio yang terlalu berat. 

Dalam Permendiknas No. 18 Tahun 2007 disebutkan bahwa sertifikasi guru dalam jabatan 

dilakukan melalui uji kompetensi berupa penilaian portofolio atau penilaian kumpulan dokumen 

penilaian cukup sulit bagi seorang guru. 

Dalam temuan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kota Baubau bahwa proses 

implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kota Baubau belum terimplementasi dengan baik hal 

ini tergambar sejak proses awal (sistem rekrutmen guru sertifikasi) hingga akhir (pembayaran 

tunjangan sertifikasi guru) belum terimplementasi dengan baik. Sehingga peneliti ini mendalam 

bagaimana implementasi kebijakan sertifikasi guru, di Kota Baubau dengan tiga (3) pendekatan 

ialah organisasi, interpertasi dan aplikasi sebagaimana dikemukakan oleh Jones Suatu teori 

implementasi kebijakan, yang terdiri dari tiga kegiatan utama yang sangat penting dalam 

implementasi kebijakan publik, ialah organization, interpretation, and application. (Jones, 

1984:166). 

TINJAUAN PUSTAKA 

Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses politik. 

Mungkin fase ini merupakan fase krusial berkaitan dengan dinamika, permasalahan dan isu yang 

mempengaruhi dampak dan tujuan kebijakan publik. Oleh karena itu diperlukan proses 

implementasi yang efektif, tanpa implementasi yang efektif keputusan para pembuat keputusan 

tidak akan berhasil dan sejahtera. (Edward III, 1980; 10)  

Oleh karena itu, bagian dari implementasi kebijakan adalah memahami apa yang terjadi 

setelah program ditetapkan. Implementasi kebijakan adalah kegiatan yang dilakukan setelah 

suatu perintah dikeluarkan oleh otoritas kebijakan publik, termasuk upaya implementasi yang 

baik dan dampaknya yang signifikan terhadap masyarakat. (Sabatier and Mazmanian, 1983; 4), 

Implementasi kebijakan dilihat dalam arti luas, yaitu tahap implementasi kebijakan segera 

setelah undang-undang. Ini berarti bahwa implementasi ialah pelaksanaan undang-undang di 

mana aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang berbeda bekerja sama untuk menerapkan 

kebijakan untuk mencapai tujuan kebijakan atau program tersebut. Di sisi lain, kinerja 

merupakan fenomena kompleks yang dapat dipahami sebagai proses, hasil, atau efek. (Lester dan 

Stewart, 2000; 104-105). Ripley dan Franklin Implementasi adalah apa yang terjadi setelah 

undang-undang diberlakukan yang memberikan otoritas program, kebijakan, manfaat, atau 

semacam hasil nyata (tangible output). mplementasi mengacu pada serangkaian kegiatan yang 

mengikuti pernyataan niat oleh pejabat pemerintah tentang tujuan program dan hasil yang 

diinginkan. (Ripley dan Franklin, 1982; 4). 

Charles O. Jones (Abidin, 2002; 199) menyatakan bahwa pada saat melaksanakan 

implementasi program atau kegiatan implementasi kebijakan, ada tiga jenis kegiatan yang perlu 

mendapat perhatian, yaitu; 1. Organisasi, suatu organisasi yang merupakan pembentukan atau 

reorganisasi sumber daya, unit dan metode yang memungkinkan kebijakan untuk mencapai hasil 

atau efek. Organisasi kegiatan (Organization), 2. Interpretasi atau pengertian Terjemahan bahasa 

politik ke dalam rencana dan kebijakan yang dapat diterima dan dilaksanakan. 3. Tawarkan 
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layanan khusus, pembayaran, atau manfaat lain yang disesuaikan dengan tujuan atau sasaran 

program. Terkait dengan hal tersebut, Abidin (2002; 199) juga berbicara tentang pendekatan 

prosedural dalam kaitannya dengan langkah-langkah implementasi kebijakan untuk keberhasilan 

implementasi kebijakan. Menurut prosedur ini, hal terpenting dalam penerapannya didasarkan 

pada urutan kronologis kepentingan dan prioritas. Berasal dari konsep implementasi atau 

implementasi program, implementasi sangat erat kaitannya dengan proses dan prosedur politik, 

yang biasanya berupa kebijakan implementasi politik. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif untuk menggambarkan gejala, 

fenomena implementasi kebijakan tentang sertifikasi guru dengan tujuan untuk memahami 

bagaimana para partisipan mengambil makna dari lingkungan sekitar dan bagaimana makna-

makna tersebut mempengaruhi prilaku mereka sendiri (Gunawan, 2015: 85). ` 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan merujuk pada teori yang 

dikemukkan oleh Patton yang menganjurkan bahwa kajian berkenaan dengan pertanyaan penting 

tentang implementasi program, pendekatan kualitatif secara ideal cocok dan pada umumnya 

layak (Patton, 2009). Penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan sertifikasi guru 

SMP Negeri 1 Baubau di Kota Baubau. 

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yaitu dengan bentuk kata verbal disajikan dalam 

bentuk angka dan dikumpulkan dengan cara wawancara, analisis dokumen, FGD, observasi, 

pemotretan gambar atau perekaman video. Sumber data adalah kata-kata dan tindakan guru 

tersertifikasi di SMP Negeri 1 Baubau yang diamati atau diwawancarai serta dicatat atau direkam 

dan atau difoto saat peneliti berada di lapangan. 

Peneliti menentukan informan dengan cara sengaja yaitu memilih sebagian guru sertifikasi 

di SMP Negeri 1 Baubau sebagai subjek penelitian sesuai dengan kebutuhan demi terpenuhinya 

informasi penelitian. Teknik penentuan informan dilakukan dengan purposive sampling. 

Adapaun teknik pengumpulan data mengacu pada pendapat Sugiyono (2008: 225) yang 

menjelaskan bahwa secara umum dalam pengumpulan data terdapat beberapa macam teknik 

yaitu: 1) Observasi (pengamatan), 2) Interview (wawancara), 3) Dokumentasi. Analisis data 

diproses dengan penyederhanaan data-data mentah ke dalam bentuk yang lebih muda dan 

diinterpretasikan secara teliti dan seksama.  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Implemetasi Program Sertifikasi Guru SMP Negeri 1 Baubau 

Untuk melihat dan menganalisis pengimplementasian kebijakan sertifikasi guru SMP 

Negegri 1 Baubau di Kota Baubau. Menurut Charles. O. Jones untuk mengetahui aktifitas 

keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat pada aspek organisasi, interpretasi, serta aplikasi.  

Organisasi  

Organisasi adalah lembaga pelaksana yang berperan aktif dalam proses pensertifikasian 

guru di Indonesia yang terdiri dari beberapa lembaga antara lain: (a) Lembaga Pemerintah, (b) 

Lembaga Pensertifikasi, dan (c) Sekolah/SMP Negeri 1 Baubau. 

Lembaga Pemerintah  

Menurut UU No. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional, koordinasi dan supervisi pendidikan dasar dan menengah di Indonesia 

dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional atau Departemen Agama. Perhitungan 

tunjangan profesi guru tergantung pada lembaga pelaksana, dengan pembedaan antara guru di 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan guru di Kementerian Agama. Ketentuan ini 
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juga berlaku untuk pelaksanaan program sertifikasi guru. Pelaksanaan program sertifikasi 

melalui dua jalur kelembagaan tersebut melibatkan berbagai instansi pemerintah, mulai dari 

tingkat pusat hingga tingkat kabupaten/kota. Pada tingkat administrasi pusat, sertifikasi melalui 

Depdiknas melibatkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Peningkatan Mutu 

Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK). Di tingkat daerah melibatkan dinas pendidikan 

daerah dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), dan di tingkat kabupaten/kota 

melibatkan dinas pendidikan kabupaten/kota. Di tingkat daerah, selama tahun 2007 dan 2008, 

peran Depdiknas dan LPMP diperkuat selama proses sertifikasi. Dinas Pendidikan provinsi yang 

sebelumnya berperan dalam kegiatan sosialisasi, komunikasi dan koordinasi, serta monitoring 

dan evaluasi, juga berperan dalam penetapan kuota kabupaten/kota sejak penetapan kuota 

tambahan pada tahun 2007. Memang, sejak tahun 2008, Dinas Pendidikan Provinsi juga berperan 

dalam memproses dan menyalurkan tunjangan profesi kepada guru yang telah mendapatkan 

sertifikasi. Sebelumnya, LPMP hanya bertindak sebagai pengolah formulir A2 terkait biodata 

peserta sertifikasi. Sejak tahun 2008, sertifikasi juga berperan dalam meningkatkan kesadaran, 

agregasi dan pelingkupan jumlah peserta per kabupaten/kota dan penetapan kuota 

kabupaten/kota. 

Lembaga Pensertifikasi 

Palaksanaan kegiatan sertifikasi oleh perguruan tinggi melalui program pengadaan tenaga 

pendidikan atau LPTK ditetapkan oleh Mendiknas yang terakreditasi. Menjadi LPTK 

penyelenggara sertifikasi guru dengan memenuhi persyaratan mengajukan proposal   kepada 

Depdiknas untuk dinilai kelayakannya. Dalam proses sertifikasi tahun 2007 sekitar 200 LPTK 

yang terdaftar, telah diperoleh 31 LPTK induk dan 61 LPTK mitra penyelenggara sertifikasi 

guru mata pelajaran umum, serta 16 LPTK induk dan 18 LPTK mitra penyelenggara sertifikasi 

guru agama tersebar seluruh Indonesia. Dalam pembagian kerja wilayah LPTK secara rayonisasi 

ditetapkan oleh Mendiknas yang setiap rayon LPTK terdiri atas satu LPTK induk dan nol serta 

tujuh LPTK mitra. 

SMP Negeri 1 Baubau 

Dari segi organisasi, kerjasama antar pelaksana program sertifikasi guru pada jabatan 

mengajar SMP Negeri 1 Baubau sudah baik. Bentuk kerjasama antara otoritas dan lembaga serta 

alur komunikasi antara LPTK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Baubaustadt dan direktur 

SMP Negeri 1 Baubau sebagai saluran informasi kepada guru yang memenuhi tujuan program 

(peserta sertifikasi) melalui sosialisasi dan koordinasi terkait program penyelenggaraan 

sertifikasi guru. 

Berikutnya adalah sumber daya yang tersedia. Sumber daya merupakan aspek penting 

dalam pelaksanaan program, karena keberadaan sumber daya dapat mempengaruhi keberhasilan 

program. Agar program dapat dilaksanakan secara metodis, maka penyiapan sumber daya 

pelaksanaan program merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Sumber daya yang 

diperlukan untuk pengoperasian suatu program ada banyak jenis: sumber daya manusia, sumber 

daya keuangan, dan sumber daya infrastruktur dan peralatan. Terkait sumber daya manusia untuk 

melaksanakan program sertifikasi guru di SMP Negeri 1 Baubau Kota Baubau masih terdapat 

beberapa kegiatan yang kurang, terutama pencatatan dan pemantauan data yang meliputi 

kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Sementara kualitas sumber daya manusia dalam 

hal kapasitas pelaksanaan program dari kewenangan dan tanggung jawab cukup baik, kegiatan 

program tetap dilaksanakan. Kurangnya sumber anggaran untuk melaksanakan program 

sertifikasi guru dalam jabatan bagi guru SMP Negeri 1 Baubau dan hal ini menjadi kendala 

dalam pelaksanaan program sertifikasi guru dalam jabatan bagi guru-guru sekolah tersebut. SMP 

Negeri 1 Baubau di kota Baubau. Dan terakhir, dari segi sumber daya sarana dan prasarana, 

berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan bahwa masih ada kekurangan dasar untuk 

kegiatan pengujian dan klasifikasi, meskipun orang-orang yang membuat klaim telah bertemu, 

tetapi mengingat sebenarnya kondisi, tidak ada ruang penyimpanan. Sebagai catatan, tanpa 
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laptop pelaku masih harus menggunakan barang miliknya untuk mendukung pelaksanaan 

program sertifikasi guru honorer SMP Negeri 1 Baubau di Kota Baubau. 

Kapasitas pelaksanaan program sertifikasi guru secara umum baik dan tidak ada kendala, 

khususnya pegawai Dinas Kebudayaan dan Pendidikan Kota Baubau. Setiap staf program 

sertifikasi guru mendapatkan pelatihan dan bekal pengetahuan tentang program sertifikasi 

dengan mengikuti pelatihan secara berkala tentang semua hal yang terkait dengan program 

sertifikasi guru. Terkait pengetahuan pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau 

tentang pelaksanaan program sertifikasi guru, La Ode Nurlih selaku Sekretaris Kanwil 

mengatakan: 

 "...staf yang diberi tugas untuk mengurus dan menyelesaikan persoalan sertifikasi guru di 

Kota Baubau, sebelumnya telah dilatih dalam bentuk BIMTEK oleh panitia sertifiksi guru 

yang berada di pusat serta tim sertifikasi guru yang berada di tingkat propinsi. Hasil yang 

diperoleh ketika mengikuti diklat tersebut adalah petunjuk tekhnis pelaksanaan, kuota serta 

syarat-syarat peserta sertifikasi yang kemudian disosialisakan kepada seluruh guru yang 

menjadi peserta sertifikasi"  

(Hasil wawancara tanggal 9 Mei 2018).  

Sebagai bagian dari penyelenggaraan sertifikasi guru, Dinas Pendidikan Provinsi dan 

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota membentuk Panitia Sertifikasi Guru (PSG) di tingkat 

provinsi, kabupaten, kabupaten, dan kota yang bertanggung tanggung jawab atas pelaksanaan 

fungsi administrasi yaitu pendataan calon peserta, verifikasi data peserta, koordinasi dengan 

instansi terkait, Memfasilitasi operasionalisasi lembaga sertifikasi guru di dinas pendidikan 

kabupaten/kota dan mengkoordinasikan persiapan, pelaksanaan, dan pemantauan sertifikasi guru 

dengan LPTK daerah yang ditunjuk. 

 Dengan mengadakan sosialisasi untuk menyebarluaskan informasi tentang isu di dalam 

dan di luar program, sehingga memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan 

pelaksanaan suatu program. Dengan sosialisasi, diharapkan program dapat disusun lebih berbasis 

aturan dan transparan. Sosialisasi program sertifikasi guru dilakukan oleh Kemendiknas dengan 

langkah yang hampir sama. Kegiatan sosialisasi berupa pertemuan formal dengan pembagian 

materi dan/atau manual. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan secara tidak khusus pada 

pertemuan-pertemuan yang berbeda untuk kegiatan lainnya. Selama ini kegiatan sosialisasi 

formal hanya menyasar pelaksana program (Diknas Provinsi, LPMP, Kanwil Kemenag, 

Kabupaten/Kota/Kandepag dan LPTK) dan pendidik. Sedangkan sosialisasi formal melalui 

pertemuan dengan pihak lain seperti guru nonpeserta, LSM pemerhati pendidikan, asosiasi guru, 

asosiasi sekolah swasta dan masyarakat belum dilakukan. Namun, pihak-pihak yang berbeda ini 

dapat memperoleh informasi dari sumber lain seperti internet, surat kabar, dan media elektronik. 

Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Baubau yang merupakan peserta sertifikasi pertama 

mengemukakan sebagai berikut: 

"...ketika saya mengikuti program sertifikasi lewat jalur portopolio yang diadakan oleh 

Dinas Pendidikan Kota Baubau, materi awal yang kami peroleh adalah petunjuk dan 

tekhnis serta panduan-panduan untuk mengikuti program sertifikasi guru, selanjutnya kami 

diberi kesempatan untuk mengisi format dalam bentuk instrumen yang harus diisi oleh 

guru peserta sertifikasi dalam bentuk portopolio serta pemberkasan yang harus dilengkapi 

dengan data-data otentik serta sertifikat-sertifikat diklat yang pernah diikuti oleh guru..." 

(Hasil wawancara pada tanggal 4 April 2018 dengan Aslihi) 

Portofolio ialah  bukti fisik (dokumen) untuk menggambarkan pengalaman kerja atau 

prestasi yang dicapai selama melaksanakan tugas keprofesian guru dalam kurun waktu tertentu. 

Dokumen ini terdiri dari sepuluh bagian yang mencerminkan kompetensi pedagogis, personal, 

sosial dan profesional. 

Guru bersertifikasi harus menyiapkan bahan portofolio sesuai dengan aturan dan format 

dalam buku pedoman. Dokumen tersebut harus disetujui oleh pengawas bagi kepala sekolah 

sedangkan bagi guru kepala sekolah. Untuk salinan ijazah pendidikan formal, peserta harus 
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melegalisasinya di universitas almamaternya. Jika peserta bekerja di provinsi jauh dengan 

universitas almamater atau berada di daerah terpencil, peserta bisa melegalisir ijazahnya di dinas 

pendidikan kabupaten/kota. 

Khususnya saat pembuatan portofolio guru  dapat menerima informasi atau berkonsultasi 

langsung di staf dinas pendidikan. Pemberkasan pengusulan serta pengurusan berkas untuk 

pencairan tunjangan sertifikasi guru tidak ada hambatan dan kendala karena Staf yang 

menangani sertifikasi guru sudah menginformasikan dengan jelas melalui surat pemberitahuan 

ke sekolah dan disampaikan juga kepada operator sekolah. Hal ini sesuai pernyataan seorang 

guru sebagai berikut: 

"... Kalau masalah pencairan Tunjangan sertifikasi tidak ada hambatan dan kesulitan, 

karena (kami) guru yang telah tersertifikasi hanya diberi informasi oleh pihak Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan penanggungjawab administrasi untuk 

melengkapi berkas dan disertai dengan nomor rekening yang masih aktif serta persyaratan-

persyaratan yang lainnya. Hanya yang membuat guru tersertifikasi bertanya soal waktu 

pencairan yang kadang kami harus menunggu dalam waktu yang lama. Ternyata kendala 

ini terjadi karena banyaknya guru yang tersertifikasi dan nomor rekening yang berbeda-

beda sehingga pihak Dinas Pendidikan harus hati-hati dalam mendistribusikan tunjangan 

sertifikasi, apalagi yang berhubungan dengan uang sertifikasi guru. (Hasil wawancara 

tanggal 9 Mei 2018 dengan Asri Basri). 

Kemudian masalah pengsosialisasian atau pengorganisasian program  sertifikasi guru, 

Latif Musu menyatakan:  

"... Sosialisasi dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Baubau melalui operator 

Dinas Pendidikan atau petugas sertifikasi yang ditunjuk khusus untuk menangani 

sertifikasi ke sekolah lewat operator sekolah kemudian operator sekolah meneruskan ke 

guru-guru di sekolah."  (Hasil wawancara tanggal 10 April 2018 dengan L.A. Latif Musu). 

Selanjutnya masalah pengorganisasian tunjangan sertifikasi guru untuk saat ini mengalami 

perubahan, artinya pada tahun pertama keluarnya kebijakan sertifikasi guru, proses untuk 

menjadi guru tersertifikasi hanya dengan jalur portopolio, kemudian berganti dengan PLPG 

tanpa seleksi tes awal untuk peserta, masing-masing guru hanya mengirimkan berkas ke pihak 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk diseleksi berkasnya, kemudian diumumkan dan bagi 

yang lulus langsung diberangkatkan untuk mengikuti Diklat PLPG di Kendari dengan bantuan 

Uang Jalan dari Pihak Pemda. 

Sedangkan untuk saat ini, peserta sertifikasi guru prosesnya sudah berbeda, yaitu diawali 

dengan Tes UKG secara One Line dan apabila nilainya sesuai agregat 80, maka guru tersebut 

dinyatakan Lulus dan mengikuti pemberkasan secara One Line hingga menunggu untuk 

pemanggilan PLPG secara One line juga lewat Akun masing-masing peserta PLPG dengan 

nama akun SIM PKB Guru. Jika hasil Tes UKG tidak mencapat agregat, maka guru tersebut 

harus mengikuti ulang Tes UKG hingga memperoleh nilai 80 untuk mendapatkan kesempatan 

mengikuti Diklat PLPG di LPTK Propinsi yang telah ditunjuk oleh Kementrian Pendidikan 

Nasional Pusat.  

Proses inipun masih berlanjut, namun kelanjutannnya sudah di daerah masing-masing 

yang diawali dengan pemberkasan untuk mendapatkan tunjungan sertifikasi secara bertahap. 

Hal ini dinyatakan oleh Sunarfin, yang merupakan  guru SMP Negeri 1 Baubau sebagai berikut:  

"... Saat ini untuk menjadi guru sertifikasi tidak gampang bu.... harus lulus tes UKG 

dengan nilai 80, kalau tidak lulus, harus tes ulang UKG, sedangkan bagi yang lulus dengn 

nilai 80 akan mengikuti PLPG dan mendaftar secara oneline lewat SIM PKB guru untuk 

mengikuti PLPG.  

Untuk persyaratan peserta sertifikat guru pada umumnya ialah berpendidikan menimal S1 

atau D4, mengajar di sekolah binaan Depdiknas atau Depag, guru PNS atau yang bukan PNS 

yang ditetapkan dengan SK dari Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau Depag. Selain itu, ada 

persyaratan tambahan yaitu minimal 2 tahun bekerja. Khusus pada guru non-PNS harus sudah 
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menjadi guru tetap yayasan  dengan  minimal 5 tahun bekerja di sekolah atau sekolah yang 

berbeda dalam yayasan yang sama. Karena keterbatasan kuota, guru peserta dipilih   

berdasarkan beberapa kriteria yang berbeda antara jalur Depdiknas dan Depag.  

Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan di atas, diperoleh informasi bahwa 

pengorganisasian untuk implementasi sertifikasi guru tidak ada masalah.   

Interpretation (Interpretasi) 

Interpretasi adalah upaya untuk memahami apa yang dimaksud dengan pembuat kebijakan 

dan untuk mengetahui secara pasti apa dan bagaimana tujuan akhir yang harus dicapai. Masalah 

dari unsur interpretatif yang Jones tujukan ketika mengimplementasikan program adalah 

menginterpretasikan program sebagai rencana dan arah yang sesuai yang dapat diterima dan 

diimplementasikan. Bagaimana suatu program dapat diimplementasikan juga bergantung pada 

pemahaman pelaksana dalam menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan suatu kegiatan 

atau program, baik menginterpretasikan tujuan program maupun maksud tujuan program. 

Kurangnya pemahaman para pemangku kepentingan, khususnya guru, dalam proses pelaksanaan 

program sertifikasi guru menyebabkan banyak kendala dalam proses pelaksanaannya. 

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan seorang guru SMP Negeri 1 Baubau bahwa: 

"... Tujuan sertifikasi guru adalah untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan taraf hidup 

guru. Selain itu juga untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mengajar. Bahkan sangat 

bagus karena guru hanya mendapat informasi secara teratur dari Dinas Pendidikan Kota 

Baubau dan kegiatannya sudah terdjadwal. Pertama pengusulan berkas sesuai dengan 

beban kerja guru setiap minggu, kedua menunggu hingga terbitnya SKPT/SK Dirjen, 

ketiga penantian yang cukup lama untuk pencairan sertifikasi 6 bulan untuk pencairan 

sertifikasi triwulan I lewat rekening guru tersertifikasi... ." (Nurkala, wawancara tanggal 

07 April 2018) 

Pernyataan tersebut senada dengan Gede Subagja bahwa penerapan kebijakan sertifikasi 

guru di Kota Baubau tidak bermasalah. Gede menjelaskan bahwa: 

".... Sertifkkasi guru penerapannya sangat bagus dan teratur serta terjadwal. Awalnya guru 

hanya mendapat informasi secara tertulis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk 

pengusulan berkas sesuai dengan beban kerja guru setiap minggu, kedua menunggu 

hingga terbitnya SKPT/SK Dirjen, ketiga menunggu informasi dari pihak Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan serta pihak Bank untuk pencairan sertifikasi 6 bulan untuk 

pencairan tunjangan sertifikasi triwulan I. 

(Hasil wawancara dengan Gede Subagja, Guru SMP Negeri I Baubau tanggal 6 April 

2018). 

Selanjutnya dengan adanya tunjangan sertifikasi guru, berarti guru mendapat tambahan 

dari segi keuangan. Dengan tambahan ini, secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan 

guru, termasuk guru SMP Negegri 1 Baubau.  

Namun dengan adanya sertifikasi mereka dapat menabung sedikit-sedikit bahkan yang 

sangat disyukuri yaitu dapat membantu biaya pendidikan sekolah anak-anak ke universitas. 

Seperti yang dikatakan oleh salah satu informan sebagai berikut: 

"... sangat senang dan bersyukur kepada Allah SWT dengan adanya dana sertifikasi karena 

dapat membantu ekonomi keluarga dan biaya untuk melanjutkan pendidikan anak-anak ke 

universitas atau perguruan tinggi serta biaya-biaya hidup yang lain seperti membantu untuk 

pembagunan rumah tinggal...."(Hasil wawancara dengan Hj. Sumiati, Guru SMP Negeri I 

Baubau tanggal 24 April 2018). 

Secara umum, pemahaman sertifikasi guru peserta setelah dimulainya tahun kedua 

pelaksanaan sertifikasi relatif baik, terutama mengenai metode penyusunan dan kriteria penilaian 

portofolio. Namun karena jumlah kontingen tahun 2006 tidak banyak, sampel portofolio yang 

tersebar masih terbatas sehingga tidak semua peserta kontingen tahun 2007 dapat mengaksesnya. 

Sementara itu, pemahaman peserta terhadap sertifikat 2008 jauh lebih baik, sebab semakin 

banyak sumber yang didapat dari buku pedoman, contoh portofolio, peserta sebelumnya dari 
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dinas pendidikan kabupaten/kota dan pegawainya. Namun, informasi yang diketahui oleh para 

guru yang berpartisipasi tidak lengkap. Pada umumnya guru hanya mengetahui tentang 

metodologi penyusunan dan penelian portofolio, persyaratan peserta S1 dan lamanya pengajaran, 

lembaga penilaian, dan tunjangan bagi yang lulus. Kebanyakan guru tidak memahami kepastian 

jumlah, kapan dan bagaimana mekanisme pembayaran dilaksanakan. Informasi tentang 

tunjangan sebesar gaji pokok memang sudah tersebar, namun mereka masih bertanya-tanya 

kapan gaji pokok tersebut akan dijadikan acuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberian 

informasi masih kurang lengkap dan cenderung menekankan sosialisasi hanya pada pertanyaan 

yang harus dijawab peserta. 

Aplication (Aplikasi) 

Pelaksanaan atau yang disebut dengan aspek aplikasi merupakan tahapan untuk 

mengaplikasikan aturan atau petunjuk sertifikasi guru sesuai Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional. Pada tahapan ini, pelaksanaan program sesuai pedoman yang sudah ditetapkan. Hal ini 

dinyatakan oleh Farida bahwa: 

"...soal pengsosialisasian tunjangan sertifikasi guru di Kota Baubau tidak ada masalah 

bahkan sangat bagus, teratur, terjadwal serta bertahap sesuai program pemerintah, juga 

petugas sertifikasi guru yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kota Baubau selalu 

memberikan infromasi dengan cepat dan teratur serta sesuai sistem dari hingga 

pemberkasan dan tahap pencairan dana sertifikasi...". 

(Hasil wawancara dengan Farida pada tanggal 09 April 2018). 

Kegiatan implementasi adalah tahap akhir dari tahap implementasi program, dimana 

implementasi adalah penyampaian layanan secara teratur, pembayaran atau hasil lain yang 

selaras dengan tujuan atau perangkat. Permohonan program sertifikasi guru dapat dilakukan 

melalui: a) membuat program sertifikasi guru; b) sosialisasi program sertifikasi guru; c) 

pencapaian tujuan dan manfaat program sertifikasi guru; dan d) pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan. Sesuai uraian tersebut, semua Guru SMP Negeri 1 Baubau menyatakan hal sama 

bahwa kebijakan sertifikasi guru telah diimplementasikan sesuai prosedur penyelenggaraan, 

sesuai tujuan dan manfaat, selalu dipantau, dievaluasi serta dilaporkan dengan baik.  

Hal yang sangat sulit rasanya hanya dengan instrumen protofolio seperti itu bisa menilai 

dan menjangkau serta menyelesaikan pemberkasan dalam waktu yang singkat. Salah seorang 

peserta sertfikasi jalur portopolio yang merupakan guru SMP Negeri 1 Baubau menyatakan: 

"... masalah pemberkasan jalur portopolio sangat rumit, apalagi butuh data serta dokumen 

yang banyak seperti sertifikat pendidikan dan pelatihan, juga angka kredit yang tinggi 

serta terbatasnya waktu pemberkasan, kecuali teman-teman guru lain yang lewat jalur 

PLPG tidak lagi  membutuhkan lagi dokumen yang banyak tetapi jam mengajar harus 

terpenuhi sebanyak 24 jam perminggu, dan bahkan saat ini ada perubahan. Saat ini untuk 

menjadi guru sertifikasi harus lulus Tes UKG secara online dengan nilai tes perolehan 80 

baru mengikuti PLPG...." 

(Hasil wawancara dengan Fauzi pada tanggal 07 April 2018). 

Berdasarkan hasil temuan tersebut untuk tahap aplikasi ditemukan bahwa implementasi 

kebijakan sertifkasi guru SMP Negeri 1 Baubau sudah terlaksanan sesuai prosedur sebagaimana 

dalam peraturan mentri Pendidikan Nasional.  

PENUTUP 

Kesimpulan 

Implementasi kebijakan pemerintah tentang sertifikasi guru SMP Negeri 1 Baubau di Kota 

Baubau terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat pada tiga aktivitas utama untuk proses 

pengimplementasian kebijakan sertifikasi tersebut, yaitu Organization, Interpretation, dan 

aplication.  
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Saran 

(1).Dinas PendidikanKota Baubau hendaknya memfasilitasi guru untuk proses sertifikasi 

guru, sebaiknya melakukan verifikasi yang teliti dan mendalam serta bijaksana. (2).Kepala 

sekolah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, mengelola sekolah, 

melatih anggota staf pengajar lainnya, serta menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana. 

(3).Karena banyaknya persoalan tentang pengimplementasian kebijakan program sertifikasi guru 

oleh pemerintah sebagai pelaksana organisasi, maka perlu penelitian selanjutnya yang lebih 

kreatif dan inovatif kiranya dapat melakukan penelitian ulang tentang implementasi sertifikasi 

guru.  
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